SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

L

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati.....



-

. Bupati adalah Bupati Boyolali.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah

a. semula Rp2.272.481.438.000,00
b. bertambah Rp32.032.352.000,00

jumlah pendapatan Daerah Rp2.304.513.790.000,00
setelah perubahan

2. belanja Daerah

a. semula Rp2.283.011.438.000,00
b. bertambah Rp280.742.696.000,00

jumlah belanja Daerah Rp2.563.754.134.000,00
setelah perubahan

defisit Rp(259.240.344.000,00)

3. pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan

1) semula Rp33.980.000.000,00
2) bertambah Rp248.684.859.000,00
jumlah penerimaan Rp282.664.859.000,00
pembiayaan Daerah
setelah perubahan
b. pengeluaran pembiayaan
1) semula Rp23.450.000.000.,00
2) bertambah Rp(25.485.000,00)
jumlah pengeluaran Rp23.424.515.000,00
pembiayaan Daerah
setelah perubahan
jumlah pembiayaan netto Rp259.240.344.000,00
sisa lebih pembiayaan Rp0,00
anggaran setelah
perubahan



Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri

dari:
a. Lampiran |

b. Lampiran Il

c¢. Lampiran III
d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

ringkasan penjabaran perubahan APBD
yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

penjabaran perubahan APBD menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran hibah;

daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan sosial,

rincian dana otonomi khusus menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

rincian dana bagi hasil sumber daya alam
pertambangan minyak bumi dan
pertambangan gas alam/tambahan dana
bagi hasil minyak dan gas bumi menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek belanja dan
pembiayaan;

rincian dana tambahan infrastruktur
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, akun, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan; dan

h. Lampiran VIII sinkronisasi kebijakan pemerintah

provinsi/kabupaten/kota pada  daerah
perbatasan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

dengan program prioritas perbatasan
negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

Daerah sesuai
undangan.

dengan ketentuan peraturan perundang-
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal F Seplember 2022
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal F Seglember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR &8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRIS TININGSIH
Pen{ﬁina gkat 1
NIP. 19671102 199403 2 009




